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1.2 Identifikasi Masalah
Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Akibat
Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahan maka berdasarkan
latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:
1. Terhadap Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada
Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
2. Terhadap Pertimbangan Hakim Sehingga Lahirnya Putusan Pada Peradilan

Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini
penelitian dilakukan hanya tentang Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Pada Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn dan
Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya Putusan pada Peradilan Hubungan

Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.

1.4 Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada
Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya Putusan Pada

Peradilan Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
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1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini
adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan
skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) Pada Perusahan dalam Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui apakah Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya
Putusan Pada Peradilan Hubungan Industri MedanNo. 63/ Pdt.Sus-

PHI/2016/PN . Mdu.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:
1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebil
lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan
memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan
Kkhususnya mengenai Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada

Perusahaan (Studi Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn).

2. Manfaat Praktis

/

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat
buruh yang bekerja pada perusahaan, agar mengetahui bagaimana akibat
hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan dan proses
penyelesaiannya di Peradilan Industrial. Sebagai bahan informasi semua
pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan.

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademisi untuk

menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya

10
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c. Balai latihan kerja menugaskan pesertanya untuk job training di suatu
perusahaan atau suatu tempat kerja tertentu.
Secara teoritis, ada beberapa jenis atau sistem pembayaran upah,
diantaranya adalah sebagai berikut.
a. Sistem Upah Jangka Waktu
Dengan sistem upah jangka waktu ini pembayaran dilakukan dengan
sistem jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan. Namun
demikian, dalam hal-hal tertentu, misalnva untuk perhitungan pembayaran iuran
jaminan sosial tenaga kerja, yang selalu menjadi patokan adalah pembayaran upah
secara bulanan. Oleh karena itu:
1. Jika upah dibayarkan secara harian, upah sebulan sama dengan upah sehari
dikalikan tiga puluh.
2. Jika upah dibayarkan secara borongan atau satvan, upah sebulan dihitung dari
upah rata-rata tiga bulan terakhir.
3. Jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada

upah borongan, upah sebulan dari upah rata-rata dua belas bulan terakhir.

b. Sistem Pembayaran Borongan

Sistem upah borongan pada umumnya menggantikan sistem upah jangka
waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Namun demikian, sistem upah
borengan ini hanya biasa dipergunakan jika hasil pekerjaannya dapat diukur
dengan suatu ukuran tertentu, misalnya diukur dari beratnya, banyaknya, dan

sebagainya.
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¢. Sistem Upah Pemufakatan

Sistem upah pemufakatan maksudnya adalah suatu sistem pembayaran
upah dengan cara memberikan upah kepada pengurus suatu kelompok pekerja
tertentu, yang nantinya ketua kelompok ini akan membagikannya kepada para
anggota.

Selain  kewajiban  pengusaha untuk memberikan wupah bagi
pekerja/buruhnya, kewajiban lain yang tak kalah pentingnya adalah memberikan
perlindungan bagi pekerja/buruh. Perlindungan ini secara umum mencakup hal-
hal berikut,

1. Norma Keselamatan Kerja, yang meliputi perlindungan-perlindungan
guna menjamin keselamatan pekerja/buruh atas pekerjaan-pekerjaan
vang dilakukan terutama bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat
kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja, dan
lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.

Norma Kesehatan Kerja dan Hygiene Perusahaan, pada umumnya

b

meliputi  pemeliharaan  dan  mempertinggi  derajat  kesehatan
pekerja/burah, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan,
perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat. cara
dan syarat kerja yang memenuhi Aygienc kesehatan perusabiaan dan
keschatan pekerja/buruh untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat
bekerja atau penyakit umum serta menetapkan svarat kesehatan bagi
perumahan pekerja/buruh.

3. Norma kerja yang meliputi perlindungan terhadap pekerja/buruh yang

berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan. istirahat, cuti kerja
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pekerja/buruh  guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan

keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja

karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya
disebut dengan jaminan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, pekerja/buruh merupakan aset yang
sangat besar dan penting artinva, karena pekerja/buruh merupakan “tulang
punggung” perusahaan yang menentukan berhasil tidaknya perusahaan tersebut
dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu,adalah wajar apabila
kepada pekerja/buruh diberikan perlindungan vang layak guna meningkatkan
kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanan dalam bekerja. Secara ringkas
perlindungan kerja meliputi hal-hal berikut.

1. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja, antara lain mencakup:
a. Perlindungan kerja bagi anak
b. Perlindungan pekerja perempuan
c. Waktu kerja dan istirahat (cuti)
d. Kerja lembur
2. Perlindungan teknis atau sering disebut Kenyamanan, Keseiamatan dan
Kesehatan Kerja (K3). antara lain mencakup:
a. Ruang lingkup keselamatan kerja
b. Syarat-syarat keselamatan kerja:
i.  Mencegah dari mengurangi kecelakaan kerja
ii. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
iii. Mencegah atau mengurangi bahaya peledakan

iv. Memperoleh penerangan yang cukup dan melaksanakan pekerjaan
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3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau
mengedarkan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif lainnya di lingkungan
kerja

4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja

5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja
atau pengusaha di lingkungan kerja

6. Membujuk atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan

7. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan
bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan

8. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha
dalam keadaan bahaya ditempat kerja

9. Membongkar atan membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

Setiap alasan PHK diatas mengandung konsekuensi yang berbeda,
khususnya mengenai hak para pekerja yang di PHK. Karena PHK, pekerja
tersebut harus mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang

penghargaan masa kerja.

Akan tetapi , walaupun aturan soal PHK dan konsekuensi yang yang harus
diterima oleh pekerja dan atau dilakukan oleh pengusaha sudah diatur oleh
Undang-Undang tenaga kerja dengan rinci akan tetapi persoalan PHK selalu
menjadi perdebatan. Ada pekerja yangmenganggap tidak pantas untuk di PHK,

ada yang menganggap proses PHK vang dikenakan kepadanya tidak sesuai
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dengan prosedur bahkan ada pelaku usaha yang telah melakukan PHK akan tetapi

tidak mau membayar uang pesangon atau penggantian hak.

[.andasan hukum pemutusan hubungan kerja vaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Berikut beberapa ketentuan mengenai pengaturan pelaksanaan pemutusan
hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
cetenagakerjaan:

1. Lingkup pengaturan pemutusan hubungan kerja (pasal 15¢)

2. Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruk, dan pemerintah
dengan segala upava harus mengusahakan agar tidak ‘terjadi pemutusan
hubungan kerja (pasal 151 ayat (1)).

3. Bila dengan segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja
tetap terjadi. wajib dirundingkan (pasal 151 ayat (2)).

4. Bila perundingan benar-benar tidak mencapai kesepakatan, pengusaha hanya
dapat mem-PHK setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial (pasal 151 ayat (3)).

5. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertuils
disertai alasannya pada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial (pasal 152 ayat (1)).

6. Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja dapat diterima dan

diberikan keputusan penetapan pemutusan hubungan kerja bila sudah
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¢. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya dilingkungan
kerja.

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di ingkungan kerja.

e. Menyerang, menganiaya, mengancam dan mengintimidasi teman sckerja
di lingkungan kerja.

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

g. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan dalam keadaan bahaya barang
milik perusahaan yang menimbukan kerugian bagi perusahaan.

L. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sckerja atau pengusaha
dalam keadaan bahava di tempat kerja.

1. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.

Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan vang diancam

.

pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Pasal 158 ayat 1 Undng-Undang
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kesalzhan berat dimaksud harus didukung dengan bukti sebagai berikut:

a. Pckeria/buruh tertangkap tangan;

b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. Bukti lain berupa laporan kejadian vang di buat oleh pihak vang

berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-

kurangnya 2 (dua) orang saksi.”®

2Ibid, hm. 88.
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pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana. Dalam hal
pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir
dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Pemutusan
lubungan kerja sebagaimana dimaksud ini dilakukan tanpa penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kepada buruh/pekerja yang di
PHK karena alasan ini, pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh, uang
pesangon sebanyak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) dan (pasal 163 ayat 1). Tetapi jika
pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156
ayat (2), vang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156
avat (3), dan uvang penggantian hak sesuai ketentuan ketentuan dalam pasal 156
ayat (4) (pasal 163 avat 2).

Selain itu pengusaha juga dapat melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap pekerja/buruli karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahiaan
mengalami kerugian secara terus-menerts selama 2 (duva) tahun. atau keadaan
memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruli berhak atas uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) vang penghargaan
masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian
hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan pasal 164 ayat (1). Pengusaba juga
dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut
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c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama 3

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih.

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

e. Memernntahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang
diperjanjikan, atau

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan,
dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada perjanjian kerja pasal 169 ayat (1) Undang-Undang

Ketenagakerjaan.

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas,
pekerja mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang
penggantian hal sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4). Pekerja atau buruh yang
mengalami sakit yang berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja
dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)
bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan keria dan diberikan pesangon 2
(dua) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), vang penghargaan masa kerja 2
(dua) kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3). dan vangz pengganti hak 1 (satu)
kali ketentuan pasal 156 ayat (4).

Pekerja/buruh  dapat mengakhiri hubungan kerja dengan melakukan
pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa perlu meminta penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan kepada buruh
/pekerja yang bersangkutan memperoleh vang penggantian hak sesuai ketentuan

pasal 156 ayat (4). Bagi pekerjia/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan
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sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara
langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat
(4) diberikan uvang pisah yang besarnya dan pelaksanaanya diatur dalam perjanjian
kerja bersama. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud
diatas harus memenuhi syarat:

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
b. Tidak terikat dalam ikatan dinas, atau

c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

3. Hubungan kerja putus demi hukum
Selain pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, burub/pekerja,
hubungan keria juga dapat putus/berakhir demi hukum, artinya hubungan kerja
tersebat harus putus dengan sendirinya dan kepada burul/pekerja, pengusaha
tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang
sebagaimana diatur dalam pasal 154 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebaga

berikut:

a. Pekerja/burull masih dalam masa percobaan kerja, bila mana telah

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya.
b. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, s¢cara tertulis atas
kemauan sendiri tenpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari
pengusaha. berakhimya hubungan keria sesuai dengan perjanjian kerja

waktu tertentu untuk pertama kali.
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c. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai ketetapan dalam perjanjian
kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan atau
d. Pekerja/buruh meninggal dunia.
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan

Yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ialah
pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan yang
bersangkutan (majikan/buruh) berdasarkan alasan penting. Dalam Pasal 1603 v
KUH Perdata disebutkan tiap pihak (buruh/majikan) setiap waktu, juga sebelum
pekerjaan dimulai berwenang berdasarkan alasan penting mengajukan permintaan
tertulis kepada pengadilan di tempat kediamannya yang sebenarnya untuk
menyatakan perjanian kerja putus.””

Alasan penting adalah disamping alasan mendesak juga karena perubahan
keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau perubahan keadaan di mana
pekerjaan yang dilakukan sedemikian rupa sifatnya, sehingga adalah layak untuk
memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja vang dilakukan oleh
pengadilan atas permintaan pihak majikan tidak memerlukan izin dari P4D atau
P4P (Panitia penvelesaian perselisihan daeral/pusat). Demikian juga haloya
dengan pemutusan hubungan kerja yan dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan
untuk kepentingan maiikan yang dinyatakan pailit dan pemutusan hubngan kerja
yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri untuk kepentingan
pengusaha kapal. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak ada upaya

untuk melawan atau menolaknya, kecuali jika Jaksa Agung memandang perlu

*IKUH perdata.Op. Cit. Pasal 1603 v.
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2) Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan;
3) Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang

di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya

2 (dua) orang saksi.

2. Karena ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana

Pasal 160 ayat (3) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat
melakukan pekerjaan”.

Selanjutnva dalam ayat (3) disebutkan "Dalam hal pengadilan memutuskan
perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan
bersalah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja”.

3. Karena melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Pasal 161 avat (1) menyebutkan, "Dalam hal pekerja/buruh melakukan
pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut."”

4. Karena pekerja mengundurkan diri

Pasal 162 ayat (1) menyebutkan, “Pekerja/buruh mengundurkan disi atas
kemauan sendiri, memperoleh nang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156.

5. Karena terjadi perubahan status perusahaan dan buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja.

Pasal 163 ayat (1) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan

hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status,
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penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan

pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

6. Karena terjadi perubahan status perusahaan dan pengusaha tidak bersedia
menerima pekerja/buruh di perusahaannya.

Kasus ini merupakan kebalikan dari kasus nomor 5 diatas yaitu masalah
perubahan status perusahaan, tetapi bedanya disini yang tidak bersedia

elanjutkan hubungan kerja adalah pengusaha bukan pekerja/buruh.
Pasal 163 ayat (2) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekeria/buruh karena perubahan status. penggabungan.,
atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruli
di perusahaannya.
7. Karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian terus menerus selama 2
(dua) tahun.

Pasal 164 ayat (1) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/burub karena perusahaan tutup yang disebabkan
perusahiaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau
keadaan memaksa (force majeur).

Kerugian perusahaan yang dimaksud avat 1 (satu) harus dibuktikan dengan
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir vang telah diaudit cleh akuntan publik.
8. Karena Perusahaan melakukan efisiensi.

Pasal 164 ayat (3) menyebutkan, "Pengusaha dapat melakukan peinutusan
hubungan kerja terhadap pekegja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena
mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan

memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.
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9. Karena Perusahaan Pailit.

Pasal 165 menyebutkan, “Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh kareana perusahaan pailit.
10. Karena pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 166 menyebutkan “Dalam hal hubungan kerja berakhir karena
pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang.”
11. Karena memasuki usia pensiun.

Pasal 167 ayat (1) menyebutkan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan keria terhadap pekeria/buruh karena memasuki usia pensiun.
12. Karena pekerja/buruh mangkir selama 5 hari berturut-turut.

Pasal 168 ayat (1) menyebutkan, "Pekerja/buruh yang niangkir selama 5
(lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yanz
dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali
secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan
mengundurkan diri.”

Ayat (2) menyebutkan, “Keterangan tertulis dengan bukti yang sah
sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari

pertama pekerja/buruh masuk kerja.
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BAB III
METODE PENELITIAN

Metode berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan
penelitian berarti suatu kegaiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan
menganalisa sampai menyusun laporannya.’* Dengan menggunakan metode,
seseorang diharapkan mampu untuk menemukan dan menganalisis masalah
tertentu, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode
memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari,
memahami dan menganalisa permasalahan yang dihadapi.
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis data dalam penelitian int adalah secara yuridis normatit
yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari intansi terkait yaitu di
Pengadilan Hubungan Industrial Medan di daiam peradilan umum Pengadilan
Negeri Medan dan dari bahan perpustaka.
Data dilihat dari sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk
memberi pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder data
mengenai putusan perkara perdata perselisihan hubungan kerja dengan
No.63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn, yang diperoleh atau yang bersumber

langsung dari intansi terkait yaitu di Pengadilan Hubungan Industrial

#Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Merodologi Penelitian, (Iakarta ; PT Bumi
Aksara,2002), hal 1
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pada Perusahan dalam
Putusan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn adalah berlandaskan pada Pasal
161 ayat (1), (2), (3), Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. serta peraturan lain
yang bersangkutan bahwa telah timbul akibat hukum sesuai yang diputus olch
hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telak
berakhir setelah putusan dibacakan, dan menghukum Penggugat untuk
membayar hak-hak Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp = Rp
37.480,800.- (Tigapuluh Tujuh Juta Empat ratus Delapan puluh Ribu Delapan
Ratus Rupiah).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Lahimya Putusan Pada Peradilan
Hubungan Industrial Medan No. 63/ Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Mdn adalah dimulai
dengan mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat,
kemudian Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah
pihak melalui proses mediasi. ternyata usaha perdamaian tidak berhasil (gagai).
Kemudian berdasarkan pembuktian baik Bukti Penggugat maupun Bukti
Tergugat beserta keterangan saksi-saksi, dan dipersidangan Tergugat terbukti

telah melanggar pasal 9 dalam peraturan perusahan dan menolak mutast.
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Maka, sesuai Pasal 161 ayat (1),(2),(3) Undang-undang No. 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan, buruh/pekerja yang diputus hubungan kerjanya oleh
pengusaha karena buruh tersebut melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perusahaan, buruh/pekerja tersebut tetap memperoleh hak-haknya dari
pengusaha. Oleh karena Majelis hakim dalam putusannya menggunakan teori
kepastian hukum, tergugat berhak memperoleh hak-haknya yaitu uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesua:
dengan ketentuan perhitungannya yang tercantum dalain Pasal 156 ayat (2), (3)
dan (4), Undang-undang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Dan Majelis
Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat

berakhir sejak putusan dibacakan.

5.2 SARAN
1. Dalam hal ini, alangkah baiknya pihak PT. JAKARANA TAMA terlebih

dahulu memberikan kepastian mengenai status hukum pekerja/buruh, dan
memberikan hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan ketentuan
Undang-undang yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban masing-masing
pihak dapat terpenuhi. Dan ketika terjadi perselisthan, adanya komunikasi yang
baik dan keterbukaan antara pengusaha dan pekerja, maka besar kemungkinan
para pihak dapat menemukan jalan keluar yang tepat.

2. Diperlukan adanya pengawasan pihak pengadilan setelah diputuskannya
perkara untuk mengontrol apakah putusan ini memberi pengaruh terhadap
masing-masing pihak, baik pihak yang kalah maupun yang menang. Sehingga

pengusaha dan buruh memperoleh hak dan kewajibannya.
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